LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA BIRO KEUANGAN

BAGIAN AKUNTANSI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN by ALFIAH, FARAH
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN  
PADA BIRO KEUANGAN  
BAGIAN AKUNTANSI 












Laporan Praktik Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu 
persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi 








PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI 
KONSENTRASI PENDIDIKAN AKUNTANSI   
FAKULTAS EKONOMI  







Farah Alfiah. (8105141448). Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
pada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dibagian Akuntansi Biro Keuangan, 
Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 
Jakarta, 2016. Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat sebagai gambaran 
hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama 1 (satu) bulan PKL dengan tujuan 
memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi pada 
Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI beralamat di Jl. Medan 
Merdeka Timur No. 16, Jakar ta . Kementerian Kelautan dan Perikanan RI 
merupakan kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan 
kelautan dan perikanan. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) 
bulan yang dimulai sejak tanggal 18 Juli 2016 s.d. 19 Agustus 2016 dengan 5 hari 
kerja, Senin – Jum’at pada pukul 07:0 s.d.15:00.  
Tujuan dilaksanakan PKL adalah untuk meningkatkan wawasan 
pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan keterampilan mahasiswa. Selama 
melaksanakan PKL, praktikan mengalami kendala saat awal PKL, namun hal 
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A. Latar Belakang Praktik Lapangan Kerja 
Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan memiliki peran yang sangat 
besar dalam upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan 
daya saing bangsa.Agar peran yang strategis dan besar tersebut dapat dijalankan 
dengan baik maka lulusan perguruan tinggi haruslah memiliki kualitas yang 
unggul. 
Perkembangan zaman yang semakin lama kian mengalami peningkatan 
pesat, berpengaruh terhadap persaingan usaha atau pekerjaan yang semakin ketat. 
Dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mampu bersaing dan 
mengerjakan pekerjaan dengan baik. Hal tersebut, tentu akan menuntut kita untuk 
dapat meningkatkan kemampuan serta keterampilan kita di dalam dunia 
pekerjaan.  
Melihat fakta yang ada, dalam masa ini seorang mahasiswa bukan hanya 
dituntut berkompeten dalam bidang kajian ilmunya tetapi juga dituntut untuk 
memiliki kompetensi yang holistic  seperti mandiri, mampu berkomunikasi, 
memiliki jejaring yang luas, mampu mengambil keputusan, peka terhadap 




Maka dari itu, untuk memperdalam pengetahuan dan pengalaman 
mahasiswa tersebut, Universitas Negeri Jakarta khususnya Fakultas Ekonomi 
mewajibkan mahasiswa melakukan Praktik Kerja Lapangan.  
 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
 Adapun tujuan dalam melaksanakan PKL, yaitu: 
a. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan 
keterampilan mahasiswa. 
b. Mengarahkan mahasiswa uintuk menemukan permasalahan maupun data 
yang berguna dalam penulisan PKL dan Laporan Praktek Kerja. 
c. Mendapatkan masukan guna umpan balik dalam usaha Penyempurnaan 
kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dunia industri dan masyarakat.  
d. Membina dan meningkatkan kerjasama antara Fakultas Ekonomi – UNJ 
dengan instansi Pemerintah atau swasta di mana mahasiswa ditempatkan. 
e. Pengabdian kepada masyarakat (Perwujudan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi).  
f. Memberikan gambaran dunia kerja bagi para mahasiswa. 
 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
1. Bagi Instansi Pemerintah, Perusahaan Swasta dan BUMN. 





b. Kemungkinan menjalin hubungan yang teratur, sehat dan dinamis 
antara intansi/perusahaan dengan Lembaga Perguruan Tinggi. 
c. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat 
bagi pihak-pihak yang terlibat. 
 
2. Bagi Mahasiswa 
a. Melatih keterampilan mahasiswa program diploma dan sarjana sesuai 
dengan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di 
Fakultas Ekonomi 
b. Belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja pada unit-unit 
kerja, baik dalam lingkungan pemerintah maupun perusahaan. 
c. Mengembangkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan mencoba 
menemukan sesuatu yang baru yang belum diperoleh dari pendidikan 
formal. 
 
3. Bagi Fakultas Ekonomi – UNJ 
Menjalin kerjasama dan mendapatkan umpan balik untuk 
menyempurnakan   kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan di lingkungan 
instansi/perusahaan dan tuntutan pembangunan pada umumnya, sehingga 







D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
 Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di salah satu instansi pemerintah, 
yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Praktikan ditempatkan di Bagian 
Akuntansi Biro Keuangan Sekretariat Jendral. Berikut ini adalah identitas instansi 
tempat pelaksanaan Praktik kerja Lapangan dilakukan:  
Nama Instansi  : Kementerian Kelautan dan Perikanan 
Alamat  : Jalan Merdeka Timur No.16, Jakarta 
Telepon/Fax  : 021-3519070, 3520339 
Email    : birokeuangan@ymail.com 
Website   : http://ww.dkp.go.id 
 
 Praktikan melaksnakan PKL di Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 
bagian Akuntansi di Biro Keuangan. Kementerian Kelautan, dan 
Perikanan (disingkat KKP) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang 
membidangi urusan kelautan dan perikanan, yang saat ini dipimpin oleh 
seorang Menteri Kelautan dan Perikanan sejak 27 Oktober 2014 yaitu Ibu Susi 
Pudjiastuti. 
 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
 Waktu praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan. 
Terhitung dari tanggal 18 Juli 2016 s.d 19 Juli 2016. Dalam melaksanakan Praktik 




Kamis pukul 07.00 s.d 15.00 WIB dan Jumat pukul 07.00 s.d 15.30 WIB. Adapun 
perincian dalam tiap tahapan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Tahap Persiapan 
Pada tahap ini praktikan mencari informasi mengenai tempat 
instansi/perusahaan yang sesuai dan menerima PKL selama bulan Juli hingga 
Agustus. Setelah menemukan perusahaan yang sesuai, praktikan meminta 
surat pengantar dari bagian akademik Fakultas Ekonomi untuk diberikan pada 
pihak BAAK UNJ. Setelah mendapatkan persetujuan dari bagian akademik 
Fakultas Ekonomi dan BAAK UNJ, praktikan mendapatkan surat pengantar 
Praktik Kerja Lapangan (PKL). Pengajuan tersebut dilakukan pada bulan 
Februari 2016, surat pengantar tersebut diberikan pada Bapak Arifin Syam 
yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Laporan Keuangan di 
bagian Akuntansi Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KKP dan mendapatkan 
persetujuan pada tanggal 23 Februari 2016. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama , 
terhitung sejak tanggal 18 Juli s.d 31 Agustus 2016, dengan ketentuan jam 
operasional: 
Hari masuk  : Senin - Jumat 
Jam Kerja  : 07.00 – 15.30 WIB 





Pada tanggal 16 Juli 2016 praktikan menghubungi Pak Arifin untuk 
mengkonfirmasi bahwa praktikan pada tanggal 18 Juli 2016 akan mulai untuk 
melaksanakan PKL. Pada tanggal 18 Juli 2016, di hari pertama praktikan 
melakukan PKL, praktikan melakukan tahap pengenalan. Di tahap 
pengenalan ini, seluruh mahasiswa yang melakukan PKL di tempat tersebut 
diberikan pengarahan dan pengenalan oleh setiap Kepala Bagian di Biro 
Keuangan. Pengarahan dan pembekalannya diantaranya seperti bagaimana 
struktur organisasi Biro Keuangan, apa saja tugasnya dan tak lupa juga 
berkenalan dengan karyawan. 
3. Tahap Pelaporan 
Penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama bulan Agustus 
2016. Penulisan dimulai dengan mencari data – data yang dibutuhkan dalam 
pelaporan PKL. Kemudian data – data tersebut diolah dan diserahkan sebagai 
laporan Praktik Kerja Lapangan. 
Tabel I.I 
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 BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Sejarah Kementerian Kelautan dan Perikanan 
       Sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan politik Indonesia, sejak 
itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti merebaknya beragam krisis yang 
melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah 
berkaitan dengan Orientasi Pembangunan. Dimasa Orde Baru, orientasi 
pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan. 
       Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski 
kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh 
Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumberdaya 
tersebut terdiri dari sumberdaya yang dapat diperbaharui, seperti sumberdaya 
perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi 
non konvensional dan energi serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui 
seperti sumberdaya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain 
dua jenis sumberdaya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan 
lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan 
seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya. 
Tentunya inilah yang mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan 
Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam 
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Kabinet Periode 1999-2004 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmaja sebagai 
Menteri Eksplorasi Laut. 
Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan 
Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya 
melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 
1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 
Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama 
karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan 
perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri 
Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 
Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan 
penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan 
Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 
tanggal 1 Desember 1999. 
Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan 
kabinet setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan 
nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) 
sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 
2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, 
dan Tata Kerja Departemen. 
Kemudian berubah menjadi Kementrian Kelautan dan Perikanan sesuai 
dengan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan 
Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan 
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dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan 




Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 
2000 tersebut, pada November 2000 telah dilakukan penyempurnaan 
organisasi DKP. Pada akhir tahun 2000, diterbitkan Keputusan Presiden 
Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, 
dimana organisasi DKP yang baru menjadi : 
1. Menteri Kelautan dan Perikanan; 
2. Sekretaris Jenderal; 
3. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; 
4. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; 
5. Direktorat Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; 
6. Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan 
Pemasaran; 
7. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 
8. Inspektorat Jenderal; 
9. Badan Riset Kelautan dan Perikanan; 
10. Staf Ahli. 
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian 
                                                          
1




Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006, maka struktur organisasi KKP 
menjadi : 
1. Menteri Kelautan dan Perikanan; 
2. Sekretaris Jenderal; 
3. Inspektorat Jenderal; 
4. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; 
5. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; 
6. Direktorat Jenderal Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan 
dan Perikanan; 
7. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; 
8. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 
9. Badan Riset Kelautan dan Perikanan; 
10. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan; 
11. Staf Ahli. 
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Gambar II. 1 Struktur organisasi KKP RI 
Tebentuknya Kementrian Kelautan dan Perikanan pada dasarnya 
merupakan sebuah tantangan, sekaligus peluang bagi pengembangan sektor 
kelautan dan perikanan Indonesia. Artinya, bagaimana KKP ini menempatkan 
sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor andalan yang mampu 
mengantarkan Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang 
berkepanjangan. Setidaknya ada beberapa alasan pokok yang mendasarinya. 
Pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 
17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 km tidak hanya sebagai negara 
kepulauan terbesar di dunia tetapi juga menyimpan kekayaan sumberdaya 
alam laut yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. 
12 
 
Kedua, selama beberapa dasawarsa, orientasi pembangunan negara ini 
lebih mangarah ke darat, mengakibatkan sumberdaya daratan terkuras. Oleh 
karena itu wajar jika sumberdaya laut dan perikanan tumbuh ke depan. 
Ketiga, dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya 
kesadaran manusia terhadap arti penting produk perikanan dan kelautan bagi 
kesehatan dan kecerdasan manusia, sangat diyakini masih dapat meningkatkan 
produk perikanan dan kelautan di masa datang. Keempat, kawasan pesisir dan 
lautan yang dinamis tidak hanya memiliki potensi sumberdaya, tetapi juga 
memiliki potensi bagi pengembangan berbagai aktivitas pembangunan yang 
bersifat ekstrasi seperti industri, pemukiman, konservasi dan lain sebagainya. 
B. Profil KKP 
Kementerian Kelautan dan Perikanan didirikan sebagai salah satu upaya 
pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan 
perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan 
negara. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 
63 tahun 2015 Tentang  Kementerian Kelautan dan Perikanan. Entitas 
berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur nomor 16, Jakarta Pusat.  
a. Visi 
Visi pembangunan kelautan dan perikanan adalah pembangunan kelautan dan 





Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka misi 
yang diemban adalah: 
1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. 
3. Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumber Daya Kelautan 
dan Perikanan. 
c. Tujuan 
Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah: 
1. Meningkatkan Produksi dan Produksivitas Usaha Kelautan dan Perikanan. 
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan: 
2. Meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan 
ekonomi nasional; 
3. Meningkatkan kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang 
memiliki komoditas unggulan; 
4. Meningkatkan pendapatan. 
5. Berkembangnya Diversifikasi dan Pangsa Pasar Produk Hasil Kelautan dan 
Perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan: 
6. Meningkatkan ketersediaan hasil kelautan dan perikanan; 
7. Meningkatkan branding produk perikanan dan market share di pasar luar 
negeri; 
8. Meningkatkan mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standar. 
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9. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara 
Berkelanjutan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan: 
10. Terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan; 
11. Meningkatnya nilai ekonomi pulau-pulau kecil; 
12. Meningkatnya luas wilayah perairan Indonesia yang diawasi oleh aparatur 
pengawas Kementrian Kelautan dan Perikanan. 
d. Sasaran Strategis 
Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan berdasarkan tujuan yang akan 
dicapai adalah: 
1. Meningkatnya peranan sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan 
ekonomi nasional. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran 
strategis ini adalah meningkatnya persentase pertumbuhan Produk Domestik 
Bruto (PDB) perikanan. 
2. Meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang 
memiliki komoditas unggulan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian 
sasaran strategis ini adalah meningkatnya produksi perikanan tangkap, 
perikanan budidaya, dan garam rakyat. 
3. Meningkatnya pendapatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian 
sasaran strategis ini adalah meningkatnya Nilai Tukar 
Nelayan/Pembudidayaan Ikan. 
4. Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan. Indikator Kinerja 
Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya konsumsi 
ikan per kapita. 
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5. Meningkatnya branding produk perikanan dan produk perikanan dan market 
share di pasar luar negeri. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran 
strategis ini adalah meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan. 
6. Meningkatnya mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standar. Indikator 
Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah menurunnya 
jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra. 
7. Terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan. Indikator 
Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah tugas 
8. Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola secara berkelanjutan. 
9. Meningkatnya nilai ekonomi pulau-pulau kecil. Indikator nKinerja Utama 
(IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah jumlah pulau-pulau kecil, 
termasuk pulau-pulau kecil terluar yang dikelola. 
10. Meningkatnya luas wilayah perairan Indonesia yang diawasi oleh aparatur 
pengawas Kementrian Kelautan dan Perikanan. Indikator Kinerja Utama 
(IKU) pencapaian sasaran trategis ini adalah persentase wilayah perairan 









C. Tugas dan Fungsi Instansi (Biro Keuangan) 
Biro Keuangan mempunyai tugas melakukan pembinaan tata kelola, 
pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja, koordinasi 
Penerimaan Negara Bukan Pajak dan pembinaan badan layanan umum, tata 
laksana dan transformasi keuangan, kepatuhan pejabat perbendaharaan, 
penyelenggaraan sistem akuntansi dan pelaporan, pengendalian internal dan 
kepatuhan atas laporan keuangan, dan penyelesaian kerugian negara dan 
koordinasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro 
Keuangan menyelenggarakan fungsi:  
a. koordinasi, pembinaan tata kelola, pengendalian, monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan anggaran belanja, penerimaan negara bukan pajak, dan 
pembinaan badan layanan umum;  
b. koordinasi dan pembinaan tata laksana dan transformasi keuangan dan 
kepatuhan pejabat perbendaharaan;  
c. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan, 
pengendalian internal dan kepatuhan atas laporan keuangan, serta 
penyelesaian kerugian negara;  
d. koordinasi dan pembinaan pengelolaan BMN; dan  
e. pelaksanaan tata usaha dan manajemen kinerja biro.  
Biro Keuangan terdiri atas:  
a. Bagian Pelaksanaan Anggaran;  
b. Bagian Perbendaharaan;  
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c. Bagian Pengelolaan BMN Kementerian; dan  
d. Bagian Akuntansi 
Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi 
dan pembinaan penyelenggaraan sistem akuntansi dan pelaporan, pengendalian 
internal dan kepatuhan atas laporan keuangan, dan penyelesaian kerugian negara. 
Pasal 63 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, 
Bagian Akutansi menyelenggarakan fungsi:  
a. penyiapan bahan koordinasi, kebijakan akuntansi internal, bimbingan 
teknis, penyelenggaraan sistem akuntansi, dan laporan keuangan berkala dan 
berjenjang;  
b. penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis sistem pengendalian 
internal dan kepatuhan atas laporan keuangan, serta rekomendasi tindak lanjut 
temuan hasil aparat pengawas fungsional;  
c. penyiapan bahan koordinasi bimbingan teknis penyelesaian kerugian 
negara; dan  
d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan keuangan dan tindak 
lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Unit Akuntansi Pengguna Anggaran 
(UAPA), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon I (UAPPA-E1) 
Setjen, dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna AnggaranWilayah (UAPPA-W).  
Bagian Akuntansi terdiri atas:  
a. Subbagian Penatausahaan Laporan Keuangan;  
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b. Subbagian Kepatuhan dan Risiko Laporan Keuangan; dan  
c. Subbagian Penyelesaian Kerugian Negara.  
(1) Subbagian Penatausahaan Laporan Keuangan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan sistem 
akuntansi, dan bimbingan teknis, penyusunan laporan keuangan secara berkala 
dan berjenjang serta pengelolaan rekening pemerintah lingkup UAPA, UAPPA-
E1 Setjen, UAPPA-W, dan Laporan Keuangan Kementerian.  
(2) Subbagian Kepatuhan dan Risiko Laporan Keuangan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan teknis sistem 
pengendalian internal pemerintah dan kepatuhan laporan keuangan, serta 
rekomendasi tindak lanjut temuan hasil aparat pengawas fungsional lingkup 
UAPA dan UAPPA-E1 Setjen.  
(3) Subbagian Penyelesaian Kerugian Negara mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi penyelesaian kerugian 
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BAB III   
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang kerja 
       Praktikan melaksanakan praktik Kerja Lapangan di Kementerian 
Kelautan dan Perikanan, JL. Medan Merdeka Timur No.16, Jakarta. Praktikan 
ditempatkan pada Biro Keuangan bagian akuntansi sesuai dengan program 
studi praktikan yaitu Pendidikan Akuntansi. Di Biro Keuangan KKP ini 
deskripsi pekerjaannya cukup kompleks, terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu 
bagian Perbendaharaan, Pelaksanaan Anggaran, Pengelolaan Barang Milik 
Negara dan Akuntansi. Namun, pada Praktik Kerja Lapangan ini, praktikan 
hanya berfokus pada bagian Akuntansi yaitu pada sub bagian penatausahaan 
laporan keuangan.  
Adapun pekerjaan yang praktikan lakukan selama satu bulan adalah 
sebagai berikut: 
1. Membaca peraturan mengenai organisasi dan tata laksana KKP serta 
penyusunan Laporan Keuangan pada tingkat Kementerian Negara. 
2. Membuat notulen acara kegiatan penyusunan, penelaahan dan 
rekonsiliasi di tingkat setjen, wilayah dan Eselon I. 
3. Mengarsip dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan 
penyusunan, penelaahan, dan rekonsiliasi di tingkat satuan kerja 
Sekretariat Jenderal, Wilayah dan Eselon I. 
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4. Melakukan tindak lanjut dari kegiatan di tingkat Sekjen dengan 
melakukan pengecekan kelengkapan dokumen tingkat sekjen dan 
rekapitulasi laporan keuangan Semester I (Neraca, LO dan LPE). 
5. Melakukan pengecekan terhadap laporan Neraca tingkat sekjen yang 
masih terdapat persediaan belum diregister melalui E-Rekon-LK. 
6. Menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan Biro Keuangan 
Sekretariat Jenderal KKP Semester I T. A 2016. 
7. Mengedit dan mengecek Catatan Atas Laporan Keuangan Sekretariat 
Jenderal KKP Semester I T. A 2016. 
8. Menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan KKP Semester I T. A 
2016 (Pos Realisasi Anggaran). 
9. Melakukan pengecekan rekening atau rekonsiliasi rekening Satker 
Eselon I antara data KKP dengan Kementerian Keuangan. 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
1. Membaca peraturan mengenai organisasi dan tata laksana KKP Biro 
Keuangan Sekretariat Jenderal serta Standar Akuntansi Pemerintahan 
yang diterapkan KKP. 
Sebelum memulai bekerja, praktikan diberikan pemahaman 
terlebih dahulu mengenai tata cara atau peraturan mengenai organisasi 
dan tata laksana KKP, khususnya di bagian Biro Keuangan yang tertuang 
di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2015. Selain itu, praktikan juga diberikan informasi 
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mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku di KKP saat ini 
sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010.  
Biro Keuangan KKP menerapkan basis akrual dalam penyusunan 
dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan 
Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan 
Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui 
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan 
peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas  atau setara kas 
diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi 
yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat 
kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan. 
10. Membuat notulen acara kegiatan penyusunan, penelaahan dan 
rekonsiliasi di tingkat setjen, wilayah dan Eselon I. 
Praktikan diberi kesempatan oleh pembimbing untuk mengikuti 
rangkaian kegiatan penyusunan, penelaahan dan rekonsiliasi baik itu di 
lingkup Sekretariat Jenderal, wilayah, dan Eselon I.  
Dalam rangka mewujudkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 
berjenjang yang terintegrasi dengan baik di lingkungan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 
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Nomor 177 Tahun 2015 mengatur tentang Pedoman Penyusunan Dan 
Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, serta 
mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.19/MEN/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
di Lingkungan KKP. Biro Keuangan selaku Unit Akuntansi Pengguna 
Anggaran/Barang (UAPA/B) Kementerian Kelautan dan Perikanan 
mengadakan Kegiatan Penyusunan dan Penelaahan Laporan Keuangan 
dan Laporan BMN Semester I T.A 2016 dalam Lingkup Setjen, Wilayah 
dan KKP. 
Dalam kegiatan tersebut, praktikan diberi tugas sebagai notulen, 
yaitu mencatat hal-hal penting berkaitan dengan masing-masing dari 
acara tersebut. 
Adapun waktu serta kegiatannya antara lain : 
a. Penyusunan dan Penelaahan Laporan Keuangan dan Barang 
Milik Negara Semester I T.A 2016 Lingkup Sekretariat 
Jenderal. dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 22 Juli 2016 di 
Aston Imperial Bekasi Hotel & Conference Center. 
b. Penyusunan dan penelaahan LK dan BMN Semester I T. A 
2016 Lingkup Wilayah, dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 29 
Juli 2016 di Lumire Hotel & Convention Center, Jakarta. 
c. Rekonsiliasi SAI dan BMN Internal dan Eksternal (Kemenkeu) 
Semester I T.A 2016 dalam Lingkup KKP, dilaksanakan pada 
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tanggal 1 s.d 3 Agustus 2016 di Padjadjaran Suite Hotel 
Conference, Bogor. 
2. Mengarsip dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan 
penyusunan dan rekonsiliasi di tingkat satuan kerja Sekretariat Jenderal, 
Wilayah dan Eselon I. 
Praktikan diberi tugas melakukan pengarsipan atau pengumpulan 
dokumen-dokumen yang telah dibawa oleh para operaor tingkat Setjen 
dalam kegiatan penyusunan dan rekonsiliasi. Dokumen-dokumen yang 
dikumpulkan diantaranya Laporan Keuangan Semester I, 30 Juni 2016, 
Laporan BMN Semester I, 30 Juni 2016, Copy Buku Kas Umum dan 
Rekening bendahara pengeluaran, Copy  Rekening Koran Bank dan 
Posissi Buku Bank terakhir per 30 Juni 2016 dan lain sebagainya. 
3. Melakukan tindak lanjut dari kegiatan di tingkat Sekjen dengan 
melakukan pengecekan kelengkapan dokumen tingkat sekjen dan 
rekapitulasi laporan keuangan Semester I (Neraca, LO dan LPE). 
a) Cek Kelengkapan Dokumen 
Praktikan melakukan cek terhadap kelengkapan dokumen. Cara 
pengecekannya yaitu Bagi doumen yang ada ditandai dengan warna 
biru. Jika dokumen tidak ada atau belum lengkap ditandai dengan 
warna merah. Selain melakukan pengecekan, praktikan juga 
melakukan input hasil evaluasi dari kegiatan verifikasi dan review 
yang dilakukan saat kegiatan Penyusunan dan Penelaahan Laporan 
Keuangan dan Barang Milik Negara Semester I T.A 2016 Lingkup 
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Sekretariat Jenderal yang dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 22 Juli 
2016 di Aston Imperial Bekasi Hotel & Conference Center. 
b) Cek Laporan Operasi 
Praktikan melakukan pengecekan manual dengan melihat laporan 
operasi keuangan di setiap setjen dalam bentuk hardcopy, kemudian di 
input manual ke dalam format laporan operasi. Praktikan melakukan 
pemeriksaan apakah hasilnya sudah sesuai atau terdapat kesalahan. 
c) Cek Neraca 
Praktikan melakukan pengecekan manual dengan melihat laporan 
neraca keuangan di setiap setjen dalam bentuk hardcopy, kemudian 
melakukan input manual ke dalam format laporan neraca. Praktikan 
melakukan pemeriksaan apakah hasilnya sudah benar atau terdapat 
kesalahan. 
d) Cek Laporan Perubahan Ekuitas 
Praktikan melakukan pengecekan manual dengan melihat laporan 
operasi keuangan di setiap setjen dalam bentuk hardcopy, kemudian di 
input ke dalam format laporan operasi. Praktikan melakukan 
pemeriksaan apakah hasilnya sudah benar atau terdapat kesalahan. 
4. Melakukan pengecekan terhadap laporan Neraca tingkat sekjen yang 
masih terdapat persediaan belum diregister. 
Praktikan melakukan pengecekan terhadap laporan Neraca tingkat 
sekjen yang masih terdapat persediaan belum diregister. Pengecekan 
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dilakukan melaui aplikasi berbasis web yaitu e-Rekon. pada tahun 2016 
merupakan awal penerapan rekonsiliasi secara online melalui e-rekon ini.  
E-Rekon-LK adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan 
dalam rangka proses rekonsiliasi data transaksi keuangan dan 
penyusunan Laporan keuangan kementerian Negara/Lembaga tahun 
2016, yang diharapkan: 
 Proses rekonsiliasi menjadi lebih mudah karena dapat dilakukan 
oleh satker secara mandiri dari lokasi mana saja, tidak perlu ke 
KPPN; 
 Terbentuk single database yang berisi data seluruh satker di seluruh 
kementerian lembaga sehingga sangat membantu KL dalam 
menyusun/mengkompilasi laporan keuangan; 
 Data yang dikirim oleh satker/UAKPA ke KPPN sama dengan data 
yang dikonsolidasi oleh UAPPA-W, UAPPA-E-1, dan UAPA 
untuk menyusun laporan keuangan; 
 Menciptakan keseragaman lapran di tiap level unit akuntansi dan 
memercepat penyususnan Laporan keuangan KL; 
 Dengan adanya E-Rekon-LK tentunya mengakibatkan tidak 




Untuk pengecekan, langkah pertama yang praktikan lakukan 
adalah menyiapkan username dan password satker dan kpa untuk 
                                                          
3
 Portal KPPN, Gambaran Umum/ Petunjuk Singkat E-Rekon-LK, http://portalkppn.com/verak/e-rekon-
lk/gambaran-umum-petunjuk-singkat-e-rekon-lk, diakses 27 Oktober 2016 
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mengakses e-rekon ke halaman http://e-rekon-
lk.djpbn.kemenkeu.go.id/login. Selanjutnya, setelah berhasil log in 
praktikan mendownload laporan neraca pada periode Semester I T. A 
2016. Laporan yang sudah terdownload dapat praktikan lihat, apakah 
masih terdapat akun persediaan belum diregister.  
Persediaan yang Belum Diregister di Neraca SAIBA muncul 
seiring dengan adanya realisasi belanja dari akun 521811. Akun 521811 
pada prinsipnya mirip dengan akun belanja modal dimana hasil dari 
belanja harus di entri di Aplikasi, namun bedanya jika akun belanja 
modal barang hasil belanja/pengadaan di entri di Aplikasi SIMAK-
BMN, sedangkan untuk barang yang dihasilkan dari Akun 521811 dientri 
di Aplikasi Persediaan. 
5. Menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan Biro Keuangan KKP 
Semester I T. A 2016. 
Praktikan ditugaskan untuk menyusun Catatan Atas Laporan 
Keuangan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KKP untuk semester I T. 
A 2016. Untuk format penyusunan CALKnya diberikan oleh 
pembimbing berdasarkan CALK di periode sebelumnya. Sehingga 
praktikan melakukan pengeditan terhadap periodenya menjadi semester I 
T. A 2016 serta menginput data-data atau angka-angka yang terdapat di 
Laporan keuangan Biro Keuangan di periode tersebut. 
6. Mengedit dan mengecek Catatan Atas Laporan Keuangan Sekretariat 
Jenderal KKP Semester I T. A 2016. 
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Sama halnya dengan kegiatan sebelumnya Praktikan ditugaskan 
untuk menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal 
KKP untuk semester I T. A 2016. Untuk format penyusunan CALKnya 
diberikan oleh pembimbing berdasarkan CALK di periode sebelumnya. 
Sehingga praktikan melakukan pengeditan terhadap periodenya menjadi 
semester I T. A 2016 serta menginput data-data atau angka-angka yang 
terdapat di Laporan keuangan Sekretariat Jenderal KKP di periode 
tersebut. Namun, pada hal ini praktikan hanya ditugaskan untuk 
menginput data pada ringkasan laporan keuangan. 
7. Menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan KKP Semester I T. A 2016 
(Pos Realisasi Anggaran) 
Praktikan ditugaskan untuk menyusun Catatan Atas Laporan 
Keuangan KKP untuk semester I T. A 2016. Untuk format penyusunan 
CALKnya diberikan oleh pembimbing berdasarkan CALK di periode 
sebelumnya. Sehingga praktikan melakukan pengeditan terhadap 
periodenya menjadi semester I T. A 2016 serta menginput data-data atau 
angka-angka yang terdapat di Laporan keuangan Sekretariat Jenderal 
KKP di periode tersebut. Namun, pada hal ini praktikan hanya 
ditugaskan untuk menginput data pada pos laporan realisasi anggaran. 
8. Melakukan pengecekan rekening atau rekonsiliasi rekening Satker Eselon 
I antara data KKP dengan Kementerian Keuangan. 
Praktikan melakukan rekonsiliasi rekening atau pengecekan 
rekening Satker Eselon I antara data KKP dengan Kementerian 
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Keuangan. Dalam hal ini praktikan melakukan pengecekan terhadap 
rekening dari Eselon 06 dan 07. Ketika rekening antara data KKP dengan 
kementerian Keuangan sama atau sesuai, maka diberi keterangan “Ok”. 
C. Kendala yang dihadapi 
1. Kesulitan ketika membuat notulen.. 
Pengetahuan praktikan yang kurang mengenai akuntansi 
pemerintahan menyebabkan terkendalanya praktikan ketika membuat 
notulen. Banyak hal yang sebenarnya praktikan tidak ketahui mengenai 
bagaimana sistem dan prosedur penyusunan laporan keuangan dimulai 
dari tingkat satker setjen sampai dengan laporan kementerian. 
2. Sulitnya akses masuk ke web E-Rekon-LK. 
Praktikan melakukan pengecekan terhadap laporan Neraca tingkat 
sekjen yang masih terdapat persediaan belum diregister. Pengecekan 
dilakukan dengan mengunduh laporan Neraca periode Semester I T. A 
2016 melaui aplikasi berbasis web yaitu E-Rekon-LK. Kendala yang 
praktikan alami yaitu sulitnya akses masuk (login) pada web E-Rekon-LK 
dikarenakan username dan password satker dan kpa yang salah, yang 
menyebabkan tidak bisanya untuk melakukan login dan otomatis tidak 
dapat mengunduh laporan neraca yang dibutuhkan. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Untuk mengatasi kendala yang dihadapi praktikan tersebut, maka cara 
yang digunakan praktikan untuk mengatasinya adalah sebagai berikut: 
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1. Kesulitan ketika membuat notulen. 
Notula/Notulen merupakan catatan ringkas, padat, sistematis, dari 
suatu kegiatan sidang. Fungsi notula/notulen sangatlah penting 
terhadap kegiatan rapat tersebut. Karena di dalam notulen/notula 
semua kegiatan rapat akan dibuktikan secara tertulis, berikut fungsi 
notulen/natula : 
 Berfungsi sebagai bukti tertulis telah diadakannya rapat/sidang 
 Sebagai pengukur sukses atau tidaknya suatu rapat 
 Dan berfungsi sebagai pelaksanaan kegiatan yang dihasilkan dari 
keputusan rapat 
Notulen sendiri dalam acara tersebut untuk memberikan gambaran 
mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk 
pertanggungjawaban bahwa kegiatan Penyusunan, Penelaahan dan 
Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Laporan BMN Semester I T.A 
2016 Lingkup Sekretariat Jenderal, Wilayah dan KKP telah 
dilaksanakan.  
Ketika ditugaskan untuk mebuat notulen, praktikan harus tetap 
fokus mendengarkan dan menyimak jalannya acara ketika 
berlangsung. Sebab notulen merupakan bukti catatan penting bagi 
berlangsungnya acara. Dikarenakan pengetahuan praktikan yang 
kurang terhadap akuntansi pemerintahan yang terfokus pada 
bagaimana sistem dan prosedur penyusunan laporan keuangan, 
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praktikan berusaha untuk menanyakan terhadap hal-hal apa saja yang 
praktikan kurang mengerti walaupun cukup sulit sebab karyawan pun 
sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Selain itu, praktikan juga 
melakukan rekam suara pada saat berlangsungnya acara untuk 
antisipasi ketika ada hal-hal yang terlewat untuk dicatat atau ada yang 
kurang jelas. 
2. Sulitnya akses masuk ke web E-Rekon-LK. 
Dibutuhkan username dan password satker dan kpa yang benar 
sehingga dapat melakukan login pada web E-Rekon-LK. Hal tersebut 
bisa disebabkan karena kemungkinan ada kesalahan penulisan 
username dan password atau adanya perubahan pada username 
maupun password yang dilakukan oleh operator satker sendiri. 
Kendala yang praktikan alami tersebut berkaitan dengan sistem 
informasi.  
Sistem informasi (Information System) adalah sekumpulan 
komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan atau 
mendapatkan, memproses, menyimpan dan  mendistribusikan 
informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan 
dalam suatu organisasi serta membantu manajer dalam mengambil 
keputusan (Kent, 2008). Suatu sistem informasi pada dasarnya 
terbentuk melalui suatu kelompok kegiatan operasional yang tetap 
yaitu mengumpulkan data, mengelompokkan data, menghitung data, 
menganalisa data dan meyajikan laporan.  
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E-Rekon-LK sendiri merupakan salah satu sistem informasi 
berbasis web yang bentuk layanan penggunaannya dapat diakses 
melalui internet. Sifatnya juga luas dan memungkinkan semua orang 
dapat mengakses informasi secara cepat dan mudah dari mana saja, 
sehingga pemasukan data dapat dilakukan dari mana saja dan dapat 
dikontrol dari satu tempat sebagai sentral. 
Biro keuangan Sekretariat Jenderal merupakan biro yang memiliki 
tugas dalam hal pengelolaan keuangan pusat di lingkup Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan kewenangannya tersebut 
seharusnya Biro Keuangan sendiri memiliki akses untuk dapat masuk 
ke web E-Rekon-LK di setiap satker tanpa harus memperhatikan 








Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu program yang dapat 
memberikan gambaran dunia kerja bagi mahasiswa, dimana mahasiswa diberikan 
tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan di perusahaan atau instansi tempat 
mahasiswa melakukan PKL, selain itu mahasiswa dapat menerapkan teori yang telah 
didapatkan di kelas ke dalam penyelesaian pekerjaan. Selama menjalani masa PKL 
tersebut, praktikan memperoleh banyak pengetahuan dan wawasan di bagian 
Akuntansi Biro Keuangan KKP. Berikut adalah kesimpulan yang diperoleh praktikan 
dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan : 
1. Praktikan dapat mengetahui secara penerapan akuntansi pemerintahan yang 
hanya dipelajari secara teori saja dibangku kuliah. 
2. Praktikan mendapatkan wawasan tentang proses penyusunan laporan 
keuangan dari mulai tingkat setjen sampai dengan tingkat KKP. 
3. Praktikan mendapatkan pengalaman dan pemahaman tentang lingkungan 
kerja, bagaimana bekerja sama dengan tim dan besosialisasi dengan staf yang 
ada didalam lingkungan kerja. 
4. Praktikan dapat belajar untuk lebih bertanggung jawab dan berdisiplin tinggi 
atas setiap pekerjaan yang diberikan. 
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5. Praktikan dapat mengamalkan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni 
pengabdian masyarakat dengan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari di 
bangku kuliah kedalam dunia kerja. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini adalah saran yang bisa praktikan 
berikan dalam pelaksanaan kegiatan PKL, yakni: 
Bagi Mahasiswa: 
1. Mahasiswa sebaiknya memilih tempat  pekerjaan yang tidak jauh dari lokasi 
tempat tinggal. 
2. Mahasiswa mengurus berkas administrasi dari  jauh-jauh hari, untuk 
menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. 
3. Mahasiswa menjelaskan kepada pembimbing PKL di perusahaan atau instansi 
yang dipilih mengenai latar belakang pendidikannya (asal jurusan), sehingga 
dapat ditempatkan sesuai dengan bidangnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa 
mahasiswa tersebut sudah memiliki visi yang jelas ketika akan melaksanakan 
PKL. 
4. Mahasiswa sebaiknya bertanya apabila ada pekerjaan yang kurang dipahami. 






Bagi Universitas : 
1. Senantiasa menjalin hubungan baik dengan berbagai institusi, lembaga, 
maupun perusahaan yang berpotensi mengembangkan pengetahuan dan   
wawasan mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 
2. Meningkatkan kualitas pelayanan akademik secara menyeluruh, khususnya 
pada tahap persiapan PKL. 
 
Bagi Perusahaan atau Instansi: 
1. Meningkatkan nilai integritas baik pada sesama pegawai, satuan kerja, 
lingkungan, serta masyarakat sekitar instansi. 
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 
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Lampiran 1.  
FORMAT PENILAIAN  
SEMINAR PRAKTIK KERJA LAPANGAN  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 
 
Nama    : Farah Alfiah 
No. Reg   : 8105141448 
Konsentrasi   : Pendidikan Akuntansi 2014 
 
NO. Kriteria Penilaiam Interval Skor Skor 
A.  Penilaian Laporan PKL   
1. Format Makalah 
 
a. Sistematika Penulisan 
 
b. Penggunaan bahasa yang baku, baik, 
dan benar 
0 – 15  
2. Penyajian Laporan 
 
a. Relevansi topik dengan keahlian bidang 
studi 
b. Kejelasan uraian 





a. Keakuratan informasi 
 
b. Relevansi informasi dengan uraian 
tulisan 
0 – 15  
B.  Penilaian Presentasi Laporan   
1. Penyajian 
 
a. Sistematika Penyajian 
 
b. Penggunaan alat Bantu 
 
Penggunaan bahasa lisan yang baik, benar, dan 
efektif 
0 – 20  
 Tanya jawab 
 
a. Ketepatan jawaban 
 
Kemampuan mempertahankan argument 
0 – 20  










   _____________________ 










































Lampiran 5. Rincian Tugas Pelaksanaan PKL 
 
No. Hari, Tanggal Aktivitas Pembimbing 
1. Senin, 18 Juli 2016  Pengenalan lingkungan kerja 
di Biro Keuangan KKP Pak Arifin 
2. Selasa, 19 Juli 
2016 
 Pemberian Informasi tentang 
struktur organisasi di KKP 
Pak Arifin 
3. Rabu, 20 Juli 2016  Mengikuti kegiatan  
Penyusunan dan Penelaahan 
Laporan Keuangan dan Barang 
Milik Negara Semester I T.A 
2016 Lingkup Sekretariat 
Jenderal di Aston Imperial 
Bekasi Hotel & Conference 
Center. 
Pak Arifin 
4. Kamis, 21 Juli 
2016 
5. Jumat, 22 Juli 
2016 
6. Senin, 25 Juli 2016  Melakukan tindak lanjut dari 
kegiatan di tingkat Sekjen 
dengan melakukan pengecekan 
kelengkapan dokumen tingkat 
sekjen dan laporan keuangan 





7. Selasa, 26 Juli 
2016 
 Melakukan pengecekan 
terhadap e-rekon tingkat 
sekjen yang masih terdapat 
persediaan belum diregister. 
 
Pak Danang 
8. Rabu, 27 Juli 2016  Mengikuti kegiatan 
Penyusunan dan penelaahan 
LK dan BMN Semester I T. A 
2016 Lingkup Wilayah, di 
Lumire Hotel & Convention 
Center, Jakarta. 
Bu Martha 
9. Kamis, 28 Juli 
2016 
10. Jumat, 29 Juli 
2016 
11. Senin, 1 Agustus 
2016 
 Mengikuti kegiatan 
Rekonsiliasi SAI dan BMN 
Internal dan Eksternal 
(Kemenkeu) Semester I T.A 
2016 dalam Lingkup KKP, di 
Padjadjaran Suite Hotel 
Conference, Bogor. 
Bu  Martha 
12. Selasa, 2 Agustus 
2016 
13. Rabu, 3 Agustus 
2016 
14. Kamis, 4 Agustus 
2016 
 Melakukan input data 
pengecekan Laporan 
Keuangan Eselon I  berupa LO 




15. Jumat, 5 Agustus 
2016 
 Melakukan input data 
pengecekan Laporan 
Keuangan Eselon I  berupa 
LPE dari LK . 
Pak Danang 
16. Senin, 8 Agustus 
2016 
 Melakukan input data 
pengecekan Laporan 
Keuangan Eselon I  berupa 
Neraca dari LK . 
Pak Danang 
17. Selasa, 9 Agustus 
2016 
 Menyusun Catatan Atas 
Laporan Keuangan Biro 
Keuangan Sekretariat Jenderal 
KKP Semester I T. A 2016. 
Pak Danang 
18. Rabu, 10 Agustus 
2016 
 Membuat laporan kegiatan di 
tingkat Sekjen, Wilayah dan 
Eselon I. 
Bu Martha 
19. Kamis, 11 Agustus 
2016 
 Membuat laporan kegiatan di 
tingkat Sekjen, Wilayah dan 
Eselon I. 
Bu Martha 
20 Jumat, 12 Agustus 
2016 
 Membuat laporan kegiatan di 
tingkat Sekjen, Wilayah dan 
Eselon I. 
Bu Martha 
25 Senin, 15 Agustus 
2016 
 Mengedit dan mengecek 
Catatan Atas Laporan 
Keuangan Sekretariat Jenderal 















26 Selasa, 16 Agustus 
2016 
 Mengedit dan mengecek 
Catatan Atas Laporan 
Keuangan Sekretariat Jenderal 
KKP Semester I T. A 2016 
Pak Danang 
27 Rabu, 17 Agustus 
2016 
 Hari Libur Nasonal 
 
28 Kamis, 18 Agustus 
2016 
 Melakukan pengecekan 
rekapitulasi rekening per 
satuan kerja eselon  06 KKP 
per 30 Juni 2016 
Pak Danang 
29 Jumat, 19 Agustus 
2016 
 Melakukan pengecekan 
rekapitulasi rekening per 
satuan kerja eselon  07 KKP 





















1 Pendaftaran PKL       
2 Kontrak dengan 
perusahaan untuk tempat 
PKL 
      
3 Surat permohonan PKL 
ke perusahaan 
      
4 Pelaksanaan program 
PKL 
      
5 Penulisan laporan PKL       
6 Penyerahan laporan 
PKL 
      
7 Koreksi  laporan PKL       
8 Penyerahan koreksi 
laporan PKL 
      
9 Batas akhir penyerahan 
laporan PKL 
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Lampiran 9. Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan 
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Lampiran 20. Data Rekening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
